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Putusan-putusan pengadilan terdahulu yang menyatakan gugatan yang melibatkan sejumlah besar pihak
tidak dapat diterima, seperti dalam perkara antara Y LKI melawan PLN pada tahun 1996, perkara antara
peserta Jamsostek melawan direksi Jamsostek tahun 1994, dan perkara sgjenis yang lain yang dimaksudkan
sebagal pengajuan perkara dengan menggunakan prosedur class action, menjadi putusan in kracht yang
menarik untuk dilihat kembali baik dari segi formil maupun materiil saat beberapa Undang-undang yang
membuka pintu bagi diperbolehkannya gugatan class action disyahkan keberlakuannya seperti UU No. 23
Tahun 1997, UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-undang No. 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan. Terlebih lagi dengan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2002 yang mengatur
tentang tata cara dan syarat-syarat pengajuan gugatan class action. Di Indonesia sendiri yang menganut
sistem hukum civil law kemunculan lembaga class action yang berasal dari common law tidaklah dikenal,
sehingga dijadikan salah satu alasan bagi hakim-hakim yang memeriksa perkara untuk tidak dapat menerima
gugatan itu. Padahal kalau dihadapkan dengan asas-asas yang ada dalam penyelenggaraan peradilan bahwa
hakim seharusnya bisa menggali dan menemukan hukum dengan menyerap dan memperhatikan nilai-nilai
yang hidup dan berkembang di masyarakat. Banyaknya berbagai istilah atau model gugatan yang
mengatasnamakan kepentingan umum seperti: class action, actio popularis, citizen lawsuit, groepacties, dan
legal standing ditambah lagi dengan belum banyaknya buku/literatur yang mengupas mengenai hal itu
menjadikan gugatan yang diajukan dalam perkara “12-15 Mel Berdarah” ini menjadi obscuur libels, tidak
jelas dimaksudkan sebagai pengajuan gugatan seperti apa. Dan majelis hakim dalam pertimbangannya
menguraikan terlebih dahulu pengertian dari class action dan legal standing meliputi juga syaratsyaratnya.
Karena oleh para pihak dan majelis hakim terdapat penafsiran tentang class action dalam perkaraitu,
ditambah lagi dengan pernyataan dari Komisi Hukum Nasional bahwa gugatan class action telah lebih dulu
dikenal dalam sistem hukum Indonesia, maka peneliti lebih menekankan skripsi ini pada studi kasus gugatan
class action sgja.
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